WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR {8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang -

Mengingat T 13

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa
Gubernur/Bupati/Wali Kota  wajib menetapkan
Indikator Kinerja  Utama  untuk Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di
bawahnya;

bahwa dalam rangka menyeragamkan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Lubuklinggau maka Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noemor 4286);

3. Peraturan



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

©. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Menjadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 65 16);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan ....



8.

10.

11.

12,

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);

14. Peraturan ....



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2021 Nomor 12):

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Lubuklinggau Tzhun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
2022 Nomor 01);

17.Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata kerja Badan Perencana Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pembanguan Kota Lubuk
Linggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2018-2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali
Kota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Tahun
2019 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasalll ....



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kota
Lubuklinggan,

Ditetapkan di Lubukiinggau,
pada tanggal, 39 Ap&iL 2022

WALI KOTA LUBUKLINGG@U,

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklingsau
pada tanggal, g9 ApRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
: r
MAIy SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR



sion

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : @ TAHUN 2022
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

kesehatan masyvarakai
yang berkualitas

(AHH-AHHmin) = (AHH-20)
(AHHmax-AHHmin) {

Perangkat Daerah
NO TUJUAN /SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawah
(Crosscutting)
1 EciE...:.Fma. Sumber Indeks Sumber Daya Indeks | 1560M - Jindeks Pengetahu: v Indely Kesehuton Dinas Pendidikan dan
Daya Manusia yang Manusia (IS1M] Kebudayaan, Dinas
berkualitas Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas
Kesehatan
1.1 | Meningkatnya taral Indeks Pengetahuan Indeks | - | THLS = Indeks Harapan Lama Sckolah, Binas Pendidikan dan |
pendidikan masyarakat LG IRLS = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, Kebudayaan, Dinds
’ HLS = Harapan Lama Sekolah, Perpustakaan dan
RLS = Rata-Rata Lama Sckolah, Kearsipan
HLS = (H1LS-0)
{18:0) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan
sehagal  lamanya  schkolah  (dalam tahun} yang
IRLS = [RL5-0] diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
(15-0) terfentu di masa mendatang. HLS dapat dipunakan
untuk mengetahui kondisi pembangunan  sistem
pendidikan di berbagai jenjang. RLS adalah Jumlah
tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas
yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal
(tikake termasuk tahun yang mengulang),
1.2 | Meningkatnya derajat Indeks Keschatan - Indeks AHH = Angka h.ﬂﬁ.d.ﬁszl.ﬂ._.:_:? AHHmin = Angka Dinas Keschatan

Harapan Hidup Minimum, AHHmax = Angks
Harapan Hidup Maksimal. Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH] didefinisikan sebagai rata-rata




Perangkat Daerah
NO TUJUAN /SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawab
[Crosscutting)
o . . ) perkiraan banyalk tahun yang dapat ..H_.F.:..ﬁ:w. aleh
sescorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat
keschatan suatu masyarakat.
2 | Mewujudkan Indeks Madan Indcks Indelks Madani = TPM x 1D Badan Kesatuan
Masyarakat Madani Bangsa, dan Politik,
[inas Qlahraga dan
Kepemudaan,
DPPPAPM, Dinas
Pendidilkean dan
Kebudayann.
2.1 | Meningkatnya Indeks Kesadaran Indeks | ID = (30% x Persentase pemilih dalam pemily) + Indeks Demokrasi Kota Lubuklinggau merupakan Badan Kesatuan
kesadaran il society | Demokrasi {15% x Persentase pemuda yang berperan aktif indikator komposit yang menunjukkan tinglkat Banpsa, dan Palitile,
dalam pembangunan) 4 (15 x Partisipas: masy dlm | perkembangan demokrasi di Lubuklinggau. Tingkat | Dinas Olahraga dan
pemb (nilai swadayal) + (10 x Indeks capaiannya dilihat dar 8 komponen yaitu Kepemudaan,
Pembangunan Gender) + (10 x lndeks Persentase pemilih dalam pemilu, Persentase DPFPAPM, Dinas
Pemberdayaan Gender) + (10% x Skor (nilai) status pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan, Pendidikan dan
Kota Layak Anak) + (5 x Jumlah budaya lokal yang | Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (nilai Kebudayaan.
lestari] + (5% x Konflik antar umal beragama yang | swadaya], Indeks Pembangunan Gender, Indeks
terselesaikan) Pemberdayaan Gender, Skor (nilai) status Kota
Layak Analk, Jumlah budaya lokal yang lestari,
Konflik antar umat beragama yang terselesaikan.
Klasifikasi tingkat demolaasi dikelompokkan
menjadi tiga kategori, yakni “baik” {indeks = 80,
“sedang” (indeks 60-80), dan *buruk™ (indeks < 60),
3 Meningkatkan Pertumbuhan ckonom: Wi Pertumbuhan Ekonomi = L2000 POREyy 100%, Pertumbuhan ckonomi didasarkan padsd nilai PROE T
pertumbuhan ckonomi DRy . Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Data pertumbuhan ekonomi yvang dirilis BPS Produk Domestik Fegional Bruto (PDRB) adalah
salah satu ukuran kinerja pembangunan
khususnya di bidang ckonomi di suatu wilayah
pada periode tertentu.
3.1 | Terwujudnya iklim Nilai ICOR Nilai ) Fembentukan Modal Tetap Brulo (PMTE] adalah Dinas Penanaman
usaha dan investasi i (Nilai PMTR tahun n) pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai | Modal dan Perizinan
vang kondusil [Nilai PDRB tahun n) - (Nilai PDRI tahun n-1) umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidale Terpadu Satu Pinly,




Perangkat Daerah

NO TUJUAN /SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penangpung Jawah

[Crosscutting)
i merupakan barang konsumsi. PMTH mencakup Badan Kesatuan
bangunan tempat tinggal dan bukan (empat Bangsa dan Politik,
tinggal, banpgunan lain seperti jalan dan bandara, Saipol PP
serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang
madal untuk kepertuan militer tidak dicakup dalim
rineian ini tetapi digolongkan scbagai konsumsi
pemerintah, PDRB adakih Nilai kesceluruhan semua
barang dan jasa vang diprodulksi dalam suatu
wilayah dalam suatu janpka wakiu tertentn
{biasanya sat tahun). Sumber Data BPS

32 Menmpgkatnya nilai PIRE sektor Rp Perhitungan : N PORB sektor perdagangan dan jasa adalah Nilai Dinas Perdagangan
PLIRE sektor perdagangan dan jasa (Milliar) | % FDED Sektor -1 dart Produk Domestik Regional Brito Atas Dasar dan Perindustrian
perdapangan dan jasa Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Komposit MNilai Sektor PRRE ADHK 2010 : pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota
1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mohil Lubuklingegau (miliar ruapiah). (Data BPS)

dan sepeda motor

2) Tramsportasi dan Pergudangan

) Jasa Keuanpan dan Asurans

4} Jasa Perusahaan

5) Jasa Pendidikan

G) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7T} Jasa Lainnya

3.2 | Memingkatnya Laju Pertumbuhan P Nilai Laju Pertumbuhan PRRE pada sektor Laju Pertumbuhan sektor industri terhadap PORD Dinas Perdagangan

pertumbuhan Industri sektor indusin terhadap Industr Pengolahan/Manufacturing adalah Nilai dari Lagu Pertumbuhan Produlk dan Perindustrian
PDRB Domestik Regional Bruto Alas Dasar Harpa
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha pada
sektor Industri Pengolahan / Manufacturing di
Kota Lubuklinggau (persen). (data BPS)

3.4 EE..:.:uxﬁEaE “Konitribusi Pariwisata %% Perhitungan : .Jﬂlmaw_.a_u:i fariwisala terhadap PDRE adalah Badan Keuangan
pengembangan terhadap PDRIE Milai PDRT sektor-i Distribusi dari Produk Domestik Regional Bruto Daerah & Dinas
pariwissita ¥ PDR Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan | Pariwisata, Dinas

Kelerangan : Usaha pada sektor Penyediaan Akomadasi dan Pekerjaan Umum dan

Nilai PDRE sektor-i = Nilai PDRE sekior

Makan Minum di Kota Lubuklinggau (data BPS)

Penataan Ruang




Perangkat Daerah
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawab
{Crosscutting)
N Penyediaan Akomaodasi dan Makan Minum {Milysar)
Y PRRBL =Jumlah keselurulian sekior PRI
pada tahun dihitung (Milyar)
4 | Meningkatkan Data Gini Rasio rilis BP'S Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator
kescjahteraan sosial yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pengeluaran secara menyeluruh:
4.1 | Menurunnya Tingkat Pengangguran % TPT = Jumiah Pengangeuran_ x 100% Jumlah .,._.Mswrmp Pengangguran Terbuka adalah Persentase | Dinas .
pengangguran Terbuka Anpbatan K eria Jumlah pengangguran terhadap jumbah angkatan Ketenagakerjaan,
kerja. Pengangeuran adalah angkatan kerja yang Binas Koperasi &
tidak bekerja atau sedang meneari pekerjaan. UMKM, [hinas
Angkatan kerja adalah penduduk usia produktil Perdagangan dan
yang sudah mempunyai pekerjaan atau sedang Perindusirian
mencarn pekerjaan. Data BPS (Proyeksi).
4.2 | Meningkatnya daya Indeks Pengeluaran Indeles: | (penustiaian cerkasii - Peligciiggan Siilckpite i Penpeluaran per kapita adalah Rata-réta _._u_uﬂuwn.... Perdagangan
beli masyarakat (Pengeluaran perkapita max-Penpeluaran pedeapita min) | pengelugran setiap penduduk padia suatu wilayah dan Perindustrian,
et : (BPS) yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Dinas
?___mﬂx 1 26.572.352 (Dayy :...._m. el .._".._.Fm..._mp Selatan 2025) ' Ketenagnkerjaan
Min:  LOO7.436 (Daya beli di Tolikara Papual
<3 | Menurunnya tinghat Indeks Kedalaman Indeks - Indeks Kedalaman Kemiskinan {Poverty Gap Index- | Dinas Sosial, Dinas
kemiskinan Kemiskinan (P1) Fo= ._.NM.“T. V........; P1), merupakan nkuran rata-rata kesenjangan Pengendalian
Haal % pengeluaran masing - masing penduduk miskin Penduduk dan
CRiaAA terhadap gans kemiskinan. Semakin tinggi nilai Keluarga Berencana,
6 ¥ indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran Dinas Kesehatan,

% = gans kemiskinan.

¥i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
fi=F, 2,8, . .qQi¥i<z

..”. = Banyaknya penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan,

n = jumlah pendudul.

penduduk dari garis kemiskinan. Data BPS
(Proyeksi)

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
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Perangkat Dacrah
NO TUJUAN /SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawab
. (Crosscutting)
Indeks Keparahan Indeks . =1 “Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Sceverity Dinas Sosial, Dinas
Kemiskinan (P2) . = MWI_ _~.a.. z 1.5@ Index-P2) memberikan gambaran mengeneai Pengendalian
T AR & penyeharan pengeluaran diantara penduduk Penduduk dan
; miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi | Keluarga Bereneana,
Dimana : ketimpangan pengeluaran diantara penduduk Dinas Kesehatan,
a =2 ) L miskin, Data BPS (Proyeksi) Dinas Pendidikan dan
w. = garis kemiskinan., . Kebudayaan
vi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
(i=1,2,3; ., q), yi==
t] = Banyaknya penduduk vang beérada di bawah
garis kemiskinan.
n = jumlah pendudulk.

Angla Kemiskinan Vo Data Kemiskinagn Rilis BES Im..._.ﬁrm kemiskinan digambarkan odenpgan [¥nas memm.mm..!g.-.mw
persentase penduduk miskin, Penduduls miskin Pengendalian
merupakan penduduk yang memiliki rata rata Penduduk dan
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis Keluarga Berencana,
kemiskinan. Dinas Keschatan,

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas
Ketenagakerjam,
Dinas Ketahanan
Jangan, [Jinas
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
4.4 | Menguatnya ketahanan | Rasio kecukupan I rasio kecukupan pangan komeditas ke i (1,2, n) Jumlah Kebutuhan Pangan [ komaditi ke i) = Dinas Ketahanan
pangan daerah pangan m Jumlah Kensumsi komoditi ke i ( Ideal Susenas) x Pangan, Dinas
Riisio Reeukujan pangan (Komoditis ke ij = Jumlah ﬂn:&:&.ﬂ_ﬂ x m_m...m hr. Jumlah Nnr:wna_.mm..u anjm_b..ms. Dinas
Jumiah ketersedinan pangan (komoditas ke i) Pangan (Komoditas ke i) = Jumlah pangan strategis | Perikanan
Jumlah kebutuhan pangan (kemoditas ke i) komoditas ke i yang wersedia (Sumber Data : inas
Perdagangan & Perindustrian, Dinas Perfanian,
Bulog, BPS, data diolah Dinas Ketahanzn Panpan).
5 | Meningkatkan kualitas Inceks tayanan Indeks | 1/3*(Indeks infrastruktur perkim + Indeks Dinas Pekerjaan

layanan infrastrukiur

infrastrukiur

infrastrukiur dasar + IKLH)

Umum dan Penataan




-11 -

LIDP = Indeks Infrastruktur Dasar Perkotaan
¥ Poo=Jumlah penting masing-masing jenis
komposit ke-n

n = Jumlah mdividu kemposit ke-n
Komposit Pembentuk Pn :
1) Persentase Layanan Sanitasi Skala Perkotaan
2} Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Perpipasan
3] Persentase Jaringan Irigasi Fungsional
4] Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi
Mantap
5] Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi
Mantap
6} Persentase Cakupan Lingkungan Schat dan
Aman yang didukung PSU yang memadai
7) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan
Listrik

_| Perangkat Daerah
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawab
(Crosscutting)
perkotaan i Fuang, Dinas =
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman, Dinas
Perhubungan
5.1 | Menmingkatnya Luas Kawasan Kumuh Ha (Berdasarken SK Kawasan Kumuh th 2019 atau Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan Dinas Perumahan dan
infrastrukiur ¥i lerbaru) tingkat kepadatan populasi tingg i sebuah kota Kawasan Permukiman
perumahan dan yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
permukiman Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota
besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya
dihubunpg-hubungkan dengan tingkat kemiskinan
dan penpangpuran tinggi.
Ket : Luas Kawasan Terindikas: Kumuh tahun 2019
= 517,66 Ha (Satker Kotalku).
5.2 | Meningkainya Indeks Infrastruliur % IDF =¥ Pn Rata-rata geometris dari ¥ komponen 1] Layanan Dinas Pekerjaan D
mfrastruktur dasar Dasar Perkotaan n Sanitasi Skala Perkotaan 2) Penduduk Berakses Air | Umum dan Penataan
Dimana: Minum Perpipaan 3] Jaringan Irigasi Fungsional 4] | Ruang, Dinas

Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 5) Panjang
Jembatan Dalam Kondisi Mantap 6) Cakupan
Lingkungan Sehat dan Aman vang didukung PSU
yang memadai 7] Rumah Tangga yang
menggunakan Listrik

Perumahan dan
Kawasan Permulkiman




ol b e

2,50 € Cukup (DQ); 2,51 - 3,00 € Cukup; 3,01 -
3,50 B- Baik [CB); 3,51 - 4,00 B Baik; 4,01 — 4,50
A- Sangat Baik; 4,51 — 5,00 A Prima)

I - - o e ————— . .
Peranpgkat Daerah
NO | TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Deftnisi Operusional Veiinppang Jawab
-.— ) __nucumnﬂﬂwnw._
5.3 | Meningkatnya Indeks Aksesbilitas Indeks | Indeks Aksesibilitas = Panjang jalan (lon) Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk Dinas Pekerjaan
pengembangan wilayah Luas wilayah {(km2) mencapai suatyu tujuan _Drmﬁ..w. yang menjadi ukuran | Umum dan Penataan
adalah jarak tempuh, wakiu tempuh, kelengkapan Ruang
dan kualitas dan fasilitas prasarana yang
tersedia.Nilai indeks aksesibilitas dihitung dengan
rumus {Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan
sesuai dengan KEPMEN Kimpraswil No
534 fKPTS M/ 2001).
54 | Terjaganya kualitas Indeks Kualitas Indels {Indeks Kualitas Air x 30%)+{Indeks Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan
hingkungan hidup Lingkungan Hidup Udiara x 30%)+(Indeks Tutupan Lahan x 40%) gambaran atau indikasi awal yang memberikan Hidup
perkotaan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan
hidup pada lingkup dan periode tertentu.
Dengan mengetahul media lingkungan yang
masih kurang bailk, sumber daya yang ada dapal
dislokasikan sceara lebih tepat schingga akan
lelbnh efekufl dan ehisien, Indeks Kualitas Air adalah
status kualitas air, Indeks Kualitas Udara adalah
status kuahtas air, Indeks Tutupan Lahan adalah
jumlal tutupan lahan secara spasial.
3 r.__.ﬁ.,._._._ca.wzn Reéformasi | Indeks Reformsi Indeks Indelks Reformasi Birokrasi mengambarkan scjauh | Sekretariat Dacrah
Birokrasi Birokrasi IRE = {IPP x IKM mana instansi pemerintah melaksanakan [Bagian Organisasi),
Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan | Semua Perangkat
(KemenpanRT) pada pemerintahan yvang elekiif dan elsien, bersih | Daerah Pelavanan
dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang Publik
= B berkualitas,
6.1 | Menmgkatnya kualitas Indeks Pelayanan Indeks PP = (30%*Kebijakan Pelayanan)+ PP didapat melalui Evaluasi Kemenpan REB Rl pada | Sckretariat Dacrah
pelayanan publik Publik {IPP) (18%* Profesionalisme SDM)+(15%*Sarana Pemerintah Dacrah dengan 6 Aspek : 1. Kebijakan [Bagian Organisasi),
Prasarana)+(15%*Sistem Informasi Pelayanan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Semua Perangkat
Publike]+(15%*Konsultasi dan Prasarana 4.Sistem Informasi Pelayanan Publik Daerah Pelayanan
1nﬂm.;n_n:m:”_+ﬁ£:u=¢£w: 5_Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi Publik
Nilai {0-100F;1,01-1,50E; 1,51-2,001);201-
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Perangkat Daerah
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR SATUAN Formulasi Perhitungan Definisi Operasional Penanggung Jawab
) [Crosscutting)
Indeks Kepuasan Indeles Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data Sekretariat Dacrah
Masyarakal pengukuran dari kegiatan Survel Kepuasan dan informast tentang tingkat kepuasan {Bagian Organisasi),
Masyarakat berupa angla. masyarakat yang diperoleh dart hasil pengukuran Sernua Peranglat
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Daerah Pelayanin
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Publike
dparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antar harapan dan
kebutuhannya.
Survel  Kepuasan  Masyarakat adalah  kegiatan
pengukuran  sccara komprehensil tentang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas lnyanan
yang diberikan oleh penvelenggara pelayanan
publik. Sumber PermenpaniB nomor 14 Tahun
2017.
6.2 | Meningkatnya Tingkat Akuntabilitas Nilm Evaluasi SAKIP KemenPANSRIS : Akuntalnlitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Inspektorat,

penyelengearaan
pemerintahan ye bersih
dan akuntabel

Kinerja Pemerintah
Dacrah

(0-30 1; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BR;
80-90 A; 90-100 AA)

perwujudan kewajiban suatu instanisi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kepagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapal sasaran dan tujuan yang telah
ditetaplan melalui sisiem pertemggungiawaban
separa penodil.

Bappedalithang, Setda
(Bagian Organisasi),
Hadan Pengelolaan
Keuanpan dan Asect
Daerah
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Peran Deerah
NO | TUJUAN/SASARAN INDIKATOR Formulael Perhitungan Definisl Operasional _,ﬁnEHEﬁ.u Jawah
{Crossecutting)
6.3 | Meningkatnya kapasitas | Indeks Kapasitas IKH = {30%"Indeks Profesionalitas) + Indeks Kapasitas Birokrasi merupalean indikator Badan Kepegawaian
[20%"Kelembagaan{Persentase Organisasi tepat komposit yang menunjukkan tingkat dan Pengembangan
fungsi tepat ukur)) + (15%Indeks SPBE*10) + | perkembangan kapasitas birokrasi di Sumber Daya
(15%*Indeks Keterbukaan Informasi Publik*10) + | Lubuklinggau. Tingkat capainnya diukur dari wﬁﬁ? w.hm&__. Bag.
(10%*Indeks Arsip) + (10%*Persentase penjumlahan Indeks Profesionalitas, Kelembagaan; | g 801 SESH. " P4
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur, Informatika, Dinas

Perundang-Undangan)

Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi
Publik, Indeks Arsip dan Persentase Harmonisasi

dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan,

Perpustekaan dan
Arsip, Setda/Bag,
Hukuun

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,




